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Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah DK Jakarta sebagai sumber PAD
adalah Pajak Hotel dan Restoran. Secara faktual upaya pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di DK
Jakarta masih menghadapi masal ah, terutama menyangkut administrasi perpajakan daerah serta kepatuhan
wajib pajak. Munculnya masalah tersebut diduga merupakan dampak dari kurangnya kemampuan pemda
DKI Jakarta khususnya Dipenda dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
melalui administrasi perpajakan yang efektif.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah

K otamadya Jakarta Pusat dalam pelaksanaa administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran, menganalisis
kemampua sumber daya manusia Suku Dinas Pendapatan Daerah K otamadya Jakarta Pusat dalam
pengadministrasian Pagjak Hotel dan Restoran, serta menganalisis peran administrasi Pgjak Hotel dan
Restoran dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian menggunakan metode
deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap pengelola administrasi pajak dan
wajib pajak, masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasi| penelitian menemukan beberapa hal.

Pertama, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu penyumbang utama bagi penerimaan pajak daerah
DKI Jakarta. Perkembangan penerimaan pagjak hotel dan restoran sgjalan dengan sejalan dengan
perkembangan jumlah hotel dan restoran di seluruh wilayah DK Jakarta

Kedua, suku dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran pada masing-masing
wilayah dengan menggunakan sistem se assessment.

Ketiga, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah K odya Jakarta Pusat dalam
mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal. Masih terdapat masalah-
masal ah kurang jelasnya pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, kurang jelasnya deskripsi tugas dan
pekerjaan, kurangnya koordinasi antar unit di dalam organisasi, kurangnya koordinasi antar berbagai uni
terkait, sertatidak adanya pengaturan yang jelas terhadap PDK.

Keempat Kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya
Jakarta Pusat masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Kelima, kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah K odya Jakarta Pusat dalam
mengadministrasikan Pajak Hotel dan Restoran mash belum optimal.

Serta keenam, administrasi perpajakan Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Suku Dinas
Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Pusat meskipun belum optimal namun ternyata mampu meningkatkan
penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Atas dasar temuan tersebut direkomendasikan, pertama, dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan
dari pajak hotel dan restoran secaralebih optimal maka Dispenda perlu memiliki data base yang lengkap dan
up to date mengenai baik objek maupun subjek pajak hotel dan restoran, mana yang sudah dapat
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menerapkan self assessment dan mana yang masih harus oficiall assessment. Pemda juga perlu melakukan
upaya untuk membuat wajib pajak melakukan pembukuan usahanya dengan baik dan benar agar penerapan
self assessment terhadap wajib pajak dapat dilakukan. Kedua, dihadapkan pada keterbatasan jumlah aparat
yang bertugas untuk mengadministrasikan pajak daerah yang menjadi kewenangan Suku Dinas, maka
diperlukan adanya penambahan jumlah pegawai dengan berbagai cara, seperti partama, penerimaan pegawai
baru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. kedua, melalui mutasi pegawai yang
berlatar belakang pendidikan yang sesuai dari berbagai unit lain, dan ketiga, melakukan pengadaan pegawal
melalui sistem kontrak untuk mengatasi kekurangan pegawai dalam, jangka pendek sambil secara sedikit
demi sedikit melakukan penambahan pegawai tetap. Ketiga, dihadapkan pada masalah kualitas pegawai
maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai diklat
maupun pendidikan lanjutan di bidang administrasi perpajakan.

Diktat yang direkomendasikan adalah latihan keuangan daerah (LKD) untuk pimpinan, kursus keuangan
daerah (KKD) untuk valor pimpinan, serta berbagai diklat ketrampilan administrasi pendapatan daerah
mulal dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Keempat, dihadapkan” pada kurang optimalnya
kemampuan organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Timur dalam mengadministrasikan
Pajak Hotel dan Restoran masih belum begitu optimal maka dipertukan kebijakan-kebijakan yang dapat
mampu mengatur pembagian tugas dibidang penyuluhan pajak, menjelaskan deskrips tugas dan pekerjaan,
meningkatkan koordinasi antar unit di dalam organisasi maupun dengan berbagai unit terkait, serta mampu
mengatur fungsi PDK secara lebih optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan organisasi Suku
Dinas diperlukan pula peningkatan kemampuan organisasi untuk menjabarkan tugas-tugas dan fungsinya
menjadi visi, misi maupun strategi yang kemudian dilaksanakan menjadi aktivitas-aktivitas
pengadministrasian pgjak hotel dan restoran.



